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PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMORYT TAHUN 2a21

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KER.IA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAXAT DAN DESA KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI PURWOREJO,

bahwa untuk melaksalakan ketentuan Pasat 1O
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu
menetapkan Peraturar Bupafi tentang Keduduksn,
Susunan Organieasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat
dal Desa Kabupaten Purworejo.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentarg
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Da.tam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Nega-ra
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengaa Undang-Undalg Nomor 1f Tahun 2020
tentarg Cipta Ketja (I,€mbarsrr Negara Republik
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturar Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentalg Perargkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentarg Perubahar Peraturan PeEerinta.l. Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Talun 2019 Nomor 187,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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Menetapkan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2OL9 tentang Klasifikasi, Kodehkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (L€mbaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4
Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daeralt
Kabupaten Purworejo Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa.l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilart
Rakyat Daerah menurut asas otonomi daIr tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sebagaima-na dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahal Daerah yang memimpin melaksanakan Urusart
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungal Anak scrta

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut
DPPPAPMD, adatah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo,

6. Kepali Dinas Pemberdayaan Perempuan DaI Perlindung€n Anak
serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya
disebut Kepala DPPPAPMD, adalah KePala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan
Masyara-kat dan Desa Kabupaten Purworejo.

7. Sekretariat adalah Seketariat pada DPPPAPMD.
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8. Sekretaris DPPPAPMD, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah
Sekretaris Dinas Pemberdayaar Perempuan Dan Perlindungan
Anak serta Pemberdayaan Masyaralat dan Desa Kabupaten
Purworejo,

9. Kepa.la Bidarg adalah Kepala Bidang pada DPPPAPMD.
1O. Kepala Subbagian ada.lah Kepala Subbagian pada DPPPAPMD.
Il. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya dalam suatu satuan keda sebagaimala diatur
peraturan perundang-undangan tentang orgarisasi dan tata keda
instansi.

12. Unit Pelalsara Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit
kefa pada DPPPAPMD yang mela-ksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

13. Kepala Unit Pelaksala Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT
adala.L Kepala unit kerja pada DPPPAPMD yang melalsalakan
kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

14. Aparatur Sipil Negara adalal profesi bagi pegawai negeri sipil darr
pegawai pemerintah dengan pedanjian kerja yang bekeda pada
instalsi pemerintah.

15. Jabatan Fungsional ada.lah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
daJl tugas berkaitan dengar pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada kea-hlian dan keterampilan tertentu.

16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada lnstansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUCAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) DPPPAPMD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

(2) DPPPAPMD dipimpin oleh Kepala DPPPAPMD

Bagian Kedua
T\rgas

Pasal 3

DPPPAPMD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
umsan pemerintahan bidang pemberdayaan perempual dan
perlindungar anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang
sesuai dengan kewenangan daerah.
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Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Da.lam melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 3,
DPPPAPMD menyelenggaral<an fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaal perempuan darr

perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi
pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta
pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi
pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta
pemberdayaal masyaralat;

c. pelal<sanaan eva.luasi dan pelaporal bidang pemberdayaarr
perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa,
administ-rasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa,
serta pemberd ayaan masyaiakat;

d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan DPPPAPMD; dan

e. pelaksanaar fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi DPPPAPMD, terdiri atas
a. Kepala DPPPAPMD;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan darr Perlindungan Anak;
d. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
e. Bidang Administrasi Pemerintaia-n Desa;
f. BidangPemberdayaanMasyarakat;
g. UPT; dan
h. Jabatar Fungsional.

(21 Bagar. organisasi DPPPAPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiral yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Kepa.la DPPPAPMD

Pasal 6

Kepala DPPPAPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksalaal tugas da.rt fungsi
DPPPAPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat berkedudukan di bawah dar bertarggung jawab kepada
Kepala DPPPAPMD.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam
menyiapkal perumus.rn kebijakan teknis dal menyelenggarakan
koordinasi tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi
pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPPAPMD.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam mela}salakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebtakan teknis;
b. pengoordinasian penyelenggaiaan tugas bidang secara terpadu;
c. pengoordiDasian penyelenggaraan p€layarar dan pengendalian

administrasi perencanzran;
d. pengoordinasiar penyelenggaraar pelayanan dal pengendalian

administrasi keuangan;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

administrasi umum dan kepegawaian; dar
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

(1) Susunar Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (l ) terdiri atas:
a. Subbagian Perencaiaan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dar Kepegawaian.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
' ' Kepalisubbagdh y.ng berada di bawal dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.
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Pasal 11

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan
pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

a. menyelenggarakErn perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
b. menyusun pedanjian kinerja; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai denga-n tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Keuarrgajl mempunyai tugas melakukan penyiapan baha-n
perumusan dan pelaksanaal kebijakar teknis, pelayanan dan
pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi :

a, me nye lenggarakan administrasi keuangan; dal
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yalg diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaial mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pelayanan dan p€ngendalian administrasi di bidang umum dan
kepegawaian, yang meliputi :

a. menyelenggarakar administrasi barang milik daerah;
b. menyele nggarakan administrasi umum;
c. menyelenggarakan pengadaaan barang milik daerah;
d. menyediakan jasa penunjang un-rsan;
e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
f. menyelenggalakan administrasikepegawaial; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidarg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 14

(1) Bidarg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
DPPPAPMD.

(2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin
oteh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyar
tugas 

"menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melakanakan
ko-ordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang
De ngarusutarmaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan
kual]tas keluarga, pe-enuhart hak alak dan pengelolaan sistem data
gender dan anak, serta perlindungan perempuan dan anak.
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Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 15,
Pemberdayaal Perempuan dal Perlindungal Anak menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan darr

pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengarusutarnaan gender,
pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaal dan
pengendalian pelaksanaal tugas bidang pemenuhan hal< alak dan
pengelolaan sistem data gender dan anak;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelatsanaan tugas bidang perlindungan perempuan
dan anal<; dal

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yalg diberikal oleh Kepala
DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaa-n Perempuaa dan
Perlindungan Anal< sebagaimala dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf c, terdiri atas Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimalsud pada ayat (1), dalam
melaksana}al tugas darr fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Pemberdayaar Perempuar dan Perlindungan Anak,
melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang
lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaal Pcrempuan darl Perlindungan Anak.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaal

Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
b. Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak dan Pengelolaan Sistem

Data Gender dan Anak; dar
c. Subkoordinator Perlindungal Perempuan dan Anak.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengal jenjalg sekuralg-kurangnya ahli muda
atau pelaksara senior yalg ditunjuk dengal diberikal tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaal tugas dan pengelolaart
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 18

Subkoordinator Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan PeremPuan
Dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusal dan melaksarakal kebljakan teknis serta
melakukan pembinaan bidang pengarusutamaan gender,
pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, yang
meliputi:
a. melal<sanakan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada

Iembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten, meliputi:
1. melaksalal<an koordinasi dal sinkronisasi perumusan keblakan

pelaksanaan pengarusutamaal gender (PUG);
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2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
pengarusutamaan gender (PUG) kewenangar daerah;

3. metaksanakan advokasi kebijakan dar pendampingan
pelaksanaar pengarusutamaan gender (PUG) termasuk
perencanaan dan penganggErran responsif gender (PPRG); dan

4. melaksanakan sosialisasi kebijakan prelaksanaan
pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan dal
penganggaran responsif gender (PPRG).

b. menyelenggarakan pernberdayaan perempuan bidang politik,
hukum, sosial, dan ekonomi pada orgaJrisasi kemasyarakatan
kewenangan daerah, meliputi:
1. melaksanakal sosialisasi peningkatan partisipasi perempual di

bidang politik, hukum, sosia.l da:r ekonomi;dal
2. melaksanakan advokasi kebijakal dan pendampingan

peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial
dan ekonomi.

c. menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah,
meliputi:
1. melaksalalal advokasi kebijakan dar: pendampingan kepada

lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
kewenangan daerah;

2. meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempua-n kewenangan daerah;darr

3. melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan
edukasi pemberdayaan perempuan kewenangal daerah.

d. meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan hal< ana} tingkat derah, meliputi:
1. melaksanalan advokasi kebijakar dar pendarnpingan untuk

mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangal daerah;
2. melaksarakan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan

perlindungar arak bagi keluarga kewenanBan daerah;dan
3. melalrsanalan pengembangan kegiatan masyarakat untuk

peningkatan kualitas keluarga kewenangan daerah.
e. melaksanakan penguatan dan pengembalgan lembaga penyedia

layaaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
kearusutamaan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya
dalam derah, meliputi:
1. melaksanalan advokasi kebijalan dan pendampingan

pengembangan lembaga penyedia layanarl peningkatan kualitas
keluarga tingkat daerah;

2. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat
daerah;dan

3. pelaksalaan penguatan jejaring artar: lembaga penyedia layanarl
peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah.

f. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah
berupa melaksanakan penyediaar layalal komprehensif bagi
keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang
wilayah kerjarya dalam daerah;dan

g. melalsanakar tugas kedinasan lair yarg diberikan oleh Kepala
Bidang Pemberdayaal Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai
dengar tugas dan fungsi.
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Pasal 19

Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak darr Pengelolaan Sistem Data
Gender dal Anak mempunyai
dan melaksanakan kebijal<arl

menyiapkan bahan perumusal
s serta melakukan pembinaan

tugas
tekni

bidalg pemenuhan hak alalc dna pengelolaan sistem data gender dan
aank, yang meliputi :

a. menyelenggarakan pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah,
nonpemerintah, darr dunia usala kewenangal daeralr, meliputi:
1. meLaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan

pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non
pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan daerah;dan

2.melaksanal<an koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan
pemenuhal hak anak kewenangan daerah.

b. menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan peningkatan kualitas hidup anak
kewenargar daerah meliputi:
1. melaksanakan penyediaal layalal peningkatan kualitas hidup

anak kewenangal daerah;
2. melaksanalan koordinasi dart sinkronisasi pelaksanaan

pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah;
3. melaksanakal pengembangan komunikasi, informasi dan

edukasi pemenuhan hak arlak bagi lembaga penyedia layarlarl
peningkatar kualitas hidup anak tingkat daerah;dan

4. melaksalalal penguatan jejaring antar lembaga penyedia
layarran peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah.

c. mela-ksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian
data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah,
meliputi:
1. menyediakal data gender dan anak di kewenalgan daerah;dan
2. melaksaiakan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak

dalam kelembagaan data di kewenangan daerah;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidalg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai
dengan tugas jabatannya.

Pasal 20

Subkoordinator Perlindungal Perempuan dan Anak mempunyai tugas
menyiapkan bahan pemmusal dan melaksalakan kebijakan teknis,
serta melakukan pembinaan perlindungal perempuan dan alak, yarrg
meliputi:
a. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempual lingkup

daerah, yang me liputi:
l.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan

kebijakal, program dan kegiatan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan lingkup daerah; dar

2. melaksarakan advokasi kebijakal dal pendampingan layalal
perlindungan perempuan kewenangan daerah.

b. melaksanalar penguatan dan pengembangal lembaga penyedia
layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, yang meliputi:
1. mela-ksanakan advokasi kebijakar dan pendampingan

menyediakan sarara prasarara layalan bagi perempual korbart
kekerasal kewenangan daerah;
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2. melaksanalal peningkatan kapasitas sumber daya lembaga
penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasar
kewenangal daerah;

3. melaksanakan menyedia-kan kebutuharr spesifrk bagi perempuan
dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan daerah;
dan

4. melaksalakal penguata-n jejaring altar lembaga penyedia
layanan perlindungaa perempuan kewenangan daerah.

c. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang
melibatlGn para pihal< lingkup daerah, yang meliputi:
1. melaksalakal advokasi kebijalal dar pendampingan

melaksanakan kebtakan, program dan kegiatan pencegahan
kekerasan terhadap anal( kewenangan daerah; dan

2. melaksanakarr koordinasi dan sinkronisasi pencegahal
kekerasal terhadap anak kewenangan daerah.

d. melaksalakan pembinaan dan pendampingan anak yang
memerlukan perlindungan khusus, yang meliputi:
l. melaksanakan koordinasi dal sirkronisasi pelatsanaan

pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus
kewenalgan daerah

2. melaksana}al pengembangan komunikasi, informasi darr
edukasi anal< yarg memerlukar perlindungar khusus
kewenaagal daerah; dan

3. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia
layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus
kewenangal daerah.

e. melaksalakan penguatan dan pengembangal lembaga penyedia
layanal bagi anak yang memerlukan perlindungal khusus tingkat
daerah, yang meliputi:
1. mela-ksana-karr koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarala

prasarana layanan bagi anak yalg memerlukarr perlindungan
khusus tingkat daerah;

2. melalsanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan
kapasitas sumber daya lembaga p€nyedia layanan aral< yang
memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah; dan

3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatal jejaring
antar lembaga penyedia layanal arta-k yang memerlukaa
perlindungan khusus tingkat daerah.

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemberdayaan Perempuan darl Perlindungal Anak sesuai
dengar tugas jabatannya.

Bagial Ke lima
Bidang Penataan dan Ke{asama Desa

Pasal 21

(1) Bidang Penataar dan Keiasarna Desa berkedudukal di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DPPPAPMD.
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(2) Bidarg Penataan dan Kerjasama Desa dipimpin oleh Kepala Bidang

Pasai 22

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusal kebijakan teknis, melaksarakar
koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang
penataan desa dan kerjasama desa.

Pasal 23

Dalam melalsarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa menyelenggarakal fungsi:
a. penyiapan per-umusan kebijalan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidang penataan desa;
b. penyiapan p€rumusan kebija-lGn teknis, koordinasi, pembinaan darr

pengendalial pelal<sanaal tugas bidang ke{asama desa; dan
c. pelaksaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

DPPPAPMD sesuai dengan tugas dar fungsi.

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Bidang Penataar dal Kerjasama Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dafam
melaksanakan tugas dal fungsi koordinasi serta pengelolaal
kegiatan Bidang Penataan dan Kedasama Desa, melalui penetapan
sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Kerjasarna
Desa.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Penataan Desa; dan
b. Subkoordinator Ke iasama Desa.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengaa jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 25

Subkoordinator Penataar Desa mempunyai tugas menyiaPkan bahan
perumusan dal melaksanakan kebijakan teknis serta melakukart
pembinaal di bidang penataan desa, yang meliputi:
a. menyelenggarakan penataan desa, yang meliputi:

1. membentuk, menghapus, menggabungkan, dan merubah status
desa;

2. melaksanakan fasilitasi tata wilayah desa;
3. melaksanakan fasilitasi penataan kewenangan desa;
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4. metaksanakan fasilitasi penarnaan dan kode desa; dan
5. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana desa.

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bida-ng Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 26

Subkoordinator Kerjasarna Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan melaksanakan kebijalal teknis serta melakukan
pembinaan di bidang kerjasama desa, yang meliputi:
a. memfasilitasi kerjasarna antar desa, yang meliputi:

1. melaksanakan fasilitasi keia sama antar desa dalam kabupaten;
2. melaksanakan fasilitasi ke{a sarna artar desa dengan pihak

ketiga dalam kabupaten; da-n
3. melaksanakan fasilitasi pembargunan kawasan perdesaan.

b. melaksanakan fasilitasi, memonitor darl mengevaluasi kegiatan
kuliah kerja nyata (KKN);dan

c. melaksalakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Penataan dal Kerjasama Desa sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagian Keenam
Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal27

(1) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPPAPMD.

(2) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala
Bidang.

Pasal 28

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakal teknis, membina, melaksanakan, dan
mengendalikan bidang kapasitas pemerintahan desa, kelembagaan
desa, dan keuangan desa.

Pasal 29

Dalam mela-ksanakan tugas sebagaimara dimal<sud dalam Pasal 28,
Bidang Administrasi Pemerintalal Desa menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidang kapasitas pemerintahaa
desa;

b, penlapan perumusan kebijakal teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan tugas bidang kelembagaan desa;
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c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian petaksanaan tugas bidang keuangar desa;dan

d. pelaksalaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan F\ngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalalm
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Kawasa! Permukiman, melalui penetapar sebagai
Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya darr
bertanggung jawab kepada Kepala Bidarg Administrasi
Peme rintahan Desa.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Kapasitas Pemerintahan Desa;
b. Subkoordinator Kelembagaal Desa; dan
c. Subkoordinator Keuangan Desa.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjarg sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tamba-han mengoordinasikan pelaksanaal tugas dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 31

Subkoordinator Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan di bidang kapasitas pemerintahan desa,
yang meliputi:
a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggalaan

administrasi pemerintahan desa, yalg meliputi:
1. memfasilitasi penSrsunan produk hukum desa;
2. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa;
3. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
4. memfasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian

kepala desa;dan
5. memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan dal pemberhentian

perangkat desa.
b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas
jabataJrnya.
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Pasal 32

Subkoordinator Kelembagaan Desa mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakar teknis serta
melakukar pembinaan di bidang kelembagaal desa, yang meliputi :

a. mengumpulkan, mengolah, mengalalis data dan informasi di
bidalg ketembagaar desa;

b. meny-rsun bahan p€tunjuk teknis di bidang kelembagaan desa;
c, menyiapkan bahar dan melaksarakar koordinasi di bidang

kelembagaan desa;
d. melalsanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa, yang meliputi:
1. metaksanakan pembinaan BUMDesa dan lembaga kerja sama

antar desa.
2. melaksanakal fasilitasi penlrusunan profil desa;
3. metaksana.kan pembinaan p€ningkatan kapasitas arrggota BPD

dan LKD;
4. melaksanakan fasilitasi pela.ksanaan penetapan dan penegasan

batas Desa;
5. melaksanakan monitoring penugasan urusar/kewenangan

kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa; dan
6. memfasilitasi pelaksaraan evaluasi perkembangan desa serta

lomba Desa dal Kelurahan.
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Adminiskasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas
jabatannya.

Pasal 33

Subkoordinator Keuangan Desa mempunyai tugas menyiapkan baian
perumusan dal melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan
pembinaan di bidang keuangan desa yang meliputi:
a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa, yang meliputi:
l.melal<sanakan fasilitasi penyelenggaraan adminishasi

pemerin tahan desa;
2. melal<sanal<al fasilitasi penyusunan perencEulaan pembangunal

desa;
3. melalsanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
4. melaksanakan fasilitasi pengelolaan aset desa; dan
5. memfasilitasi penyrrsunan pelaporan Kepa.la Desa.

b. melaksanakal iugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Desa sesuai dengan tugas
jabatannya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 34

(I) Bidang Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di bawah dan
berta;rggung jawab kepada KePala DPPPAPMD.

(2) Bidarg Pemberdayaar Masyaralat dipimpin oleh Kepala Bidang'
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Pasa-l 35

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis, melakanakal koordinasi,
membina dan mengendalikan pelalsanaan tugas bidalg pembinaan
lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat serta
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi
tepat guna.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. penyiapar perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaal dan

pengendalian pelaksanaan tugas bidang pembinaal lembaga
kemasyarakatan;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaal dan
pengendalian pela.ksaraan tugas bidang peningkatal partisipasi
masyarakat;

c. penyiapan perumusan keblja}an teknis, koordinasi, pembinaan dan
pengenda.lian pelaksanaan tugas bidalg pemberdayaal usaha
ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dar

d. pelal<saan tugas lain yang diberikar oleh Kepala DPPPAPMD sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf t terdiri atas
Jabatan Fungsional.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengeloLaan
kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, melalui penetapan
sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat.

(3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
a. Subkoordinator Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
b. Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat; dafl
c. Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dart

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh
pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda
atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikar tugas
taftbahan mengoordinasikan pelaksanaai tugas dar:I pengelolaan
kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.
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Pasal 38

Subkoordinator Pembinaan tembaga Kemasyai'akatan mempunyai
tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijalan
teknis serta melakukan pembinaan bidang pembinaan lembaga
kemasyarakatan meliputi:
a. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang

bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat
daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang
masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah, yang
meliputi:
1. melaksanakan fasititasi penataan, pemberdayaal dan

pendayagunaan kelembagaan Iembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan (Rukun Tetangga (Rl), Rukun warga (Rw),
Pemberdayaal Kesejalteraar Keluarga (PKK), Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu), lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan
masyarakat hukum adat;

2. meningkatkal kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan
desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang
taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyaiakat hukum
adat;

3. melaksanakan fasilitasi menyediakan sarana dan prasarana
kelembagaan lembaga kemasyaral<atan desa/kelurahan (Rf , Rw,
PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat
desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat; dan

4. melaksanakal lasilitasi tim penggeralr PKK dalam
penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraar keluarga.

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikar oleh Kepala
bidang Pemberdayaal Masyarakat sesuai dengar tugas jabatannya.

Pasa.t 39

Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai rugas
menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebljal<al teknis
serta melakukan pembinaan bidang peningkatan partisipasi
masyara}at meliputi:
a. melaksanakaa pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yarrg

bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat
daerah serta pemberdayaan masyaral<at hukum adat yang
masyaJal@t pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah
Kabupaten, yang meliputi:
1. melaksanakan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;

dan
2. mela-ksana-kan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban

dan perlindungan masyarakat desa.
b. metaksanakan fasilitasi TNI manunggal kelembagaal desa; dan
c. melaksalakal tugas kedinasar lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatarnya.
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Pasal 40

Subkoordinator Pemberdayaal Usaha Ekonomi Masyarakat Dan
Pemarfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan dan melalcsanakan kebijakan teknis
serta melakukan pembinaan bidang pemberdayaan usaha ekonomi
masyarakat dar pemanfaatan teknologi tepat guna meliputi:
a. melaksalakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yalg

bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat
daerah serta pemberdayaan masyaralcat hukum adat yang
masyarakat petakunya hukum adat yang sama dalma daerah, yang
meliputi:
l. melal<sanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi

masya-rakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan
pendapatan asli desa; dan

2. melaksa-nakar fasilitasi pemerintah desa dalam pemalfaatajr
Teknologi Tepat Guna (TTG).

b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemberdayaan Masyaral(at sesuai dengan tugas jabatannya,

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 41

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas
teknis penunjarg tertentu di lingkungar Dinas dapat dibentuk UPT.

(2) UPf sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimPin oleh KePala UPT
yang berada di bawah dal bertanggungjawab kepada Kepa.la
DPPPAPMD.

Pasal 42

Pembenfukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja UPf
sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 41 ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional

Pasal 43

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional pada DPPPAPMD.

(21 Peiabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I)' 'beit<edudukan di bawah dajr bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,
atau eejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungoiona.l
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(3) Kedudukan Pejabat FLrngsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatal, dar analisis beban ke{a
dilaksanakan sesuai ketentuar peratLrran perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai ketentuar peraturan perundarg-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejabat Fr.mgsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan p€raturan perundarg-
undangan,

Pasal 44

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturar
pemndang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 45

Kepala DPPPAPMD, Sekretaris, Kepa-ta Bidang, Kepa.la Subbagiar,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatar Fungsional dalam
melaksalakan tugasnya berdasarkal ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasa.l 46

Kepa.la DPPPAPMD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional da.lam
melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip marajemen yang
meliputi perencanaan, pengorganisasiarr, melaksanakan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidalg tugas masing-masing.

Pasal 47

Dalam metaksanakan tugas, Kepala DPPPAPMD, Sekretaris, KePa.la
Bidang, Kepa-la Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatan
Fungslonal- wajib menerapkal prinsip koordina-si, .integrasi dan
sinkionisasi secara verLikal maupun horizontal baik ke dalam maupun
antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah serta instansi
lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 48

(1) Kepala DPPPAPMD, Sekretaris, Kepala- Bidang, Kepala Subbagian,' Su'bkoordinator dan Kepa.la UPI bertanggung jawab dalam
memimpin, mengoordinasikan darr memberikan bimbingan serta
petunjui-petunjuk bagi melaksalakan tugas bawahan masing-
masrng.
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(2) Kepala DPPPAPMD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepa.la UPI dan Jabatan Fungsional wajib
mengikuti dar mematuhi petunjuk dan berta-nggung jawab pada
atasan masing-masing serta menyanpaikan laporan tepat wa-litu.

(3) Dalarn menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungal kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DPPPAPMD, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subbagiar, Subkoordinator dan Kepala UPT
dari bawahan, dapat diolah dan dipergunal<ar sebagai ba}tarr
menlrusun laporan lebih larjut dan dijadikar bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 49

Jenjang jabatan dan kepangkatal serta kepegawaian diatur sesuar
ketentuan peraturar perundang-undangan.

Pasal 50

Kepala DPPPAPMD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Subkoordinator, Kepala UPT dan Jabatar Fungsional diangkat dan
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundalg-undangan .

Pasal 51

(1) DPPPAPMD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
Aparatur Sipil Negara berdasarkan alalisis jabatan dan alalisis
beban kerja.

(2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (1irna)
tahun yang diperinci Per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa l(abupaten Purworejo (Berita Daerah KabuPaten
Purworejo Tahun 2O2l Seri D Nomor Seri 12), dicabut dar dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 53

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal I Ja )ari 2022

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan peoempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

r

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal24 S.ptdb.! 2a21

BUPATI PURWOREJOJ

r

f AGUS

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 s.ptc.b8 2a21

SEKRETARIS DAERAH EN PURWOREJO,

d SAID ROMADHON

BEzuTA DAERAH KAI}UPATEN PURWOREJO
TAHUN 2a21 NOMORg, SERI D NOMOR 3!
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BAGAN ORGANIAASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAIT DAIT PERLIITDI'ITGAIT ANAI( SERTA
PE BERDAYAAI{ UAAYARAI(AT DAIT DESA I(ABT'PATEI{ PURVORET'O

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR9ITAHUN 2a21
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA
TATA KER,-IA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERIA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO
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